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BUPATI MURUNG RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 

NOMOR 39 TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN DAN KRITERIA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 

KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MURUNG RAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Murung Raya telah mengangkat dan 
melantik Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional; 

  b. bahwa untuk mendukung penyederhanaan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan untuk 
mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, 
serta menunjang kelancaran pelaksanaan 

program/kegiatan secara tertib administrasi pengelolaan 
keuangan dan barang daerah, maka dirasa perlu adanya 

pedoman dalam penetapan Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Huruf G 

angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dalam hal tidak terdapat pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, 
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat 
menetapkan pejabat fungsional umum dan/atau pejabat 

fungsional selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan yang 
kriterianya ditetapkan oleh Bupati; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan 

Kriteria Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 
 
 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan,  Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur  Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
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  9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 

Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 
Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN 

KRITERIA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 

KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
   Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. 

2. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi Pemerintah Daerah. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjunya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi perangkat Daerah. 
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8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran 

belanja Daerah. 

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat 
Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 
kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

10. Jabatan Struktural adalah profesi Pegawai Negeri Sipil 
yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur dari 

organisasi. 

11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 

menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 
pemerintah. 

12. Kemampuan manajerial adalah kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan dan sikap / perilaku yang 
dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk 
memimpin dan / atau mengelola unit organisasi. 

13. Berintegritas adalah sikap jujur, ikhlas dan tidak 
pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani 

menanggung risiko dari tindakan yang dilakukan. 

14. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat 
melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang 

melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, 
kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, 

menunaikan ibadah haji/umrah atau sebab lain yang 
serupa dengan hal itu. 

15. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak 

melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan 
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan 
dari jabatan, mengundurkan diri, diberhentikan 

sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.    
 

 
BAB II 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

 
Pasal 2 

 
(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan 

menetapkan pejabat pada unit SKPD selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK 
bertanggung jawab kepada PA/KPA. 
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Pasal 3  
 

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) berdasarkan pada pertimbangan: 
a. Kompetensi jabatan; 

b. Besaran anggaran kegiatan; 
c. Beban kerja; 

d. Lokasi; 
e. Rentang kendali; dan/atau 
f. Pertimbangan objektif lainnya dengan kriteria tertentu. 

 
 

BAB III 

KRITERIA PEJABAT PELAKSANA 
TEKNIS KEGIATAN 

 
Pasal 4 

 

(1) PPTK merupakan ASN yang menduduki Jabatan 
Struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pejabat satu tingkat di bawah Kepala Unit SKPD selaku 

PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan 
berintegritas. 

(3) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK 

merupakan pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau 

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 

(4) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan Pejabat 

Fungsional selaku PPTK dengan kriteria tertentu. 

(5) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA 

mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. 

(6) Dalam hal PPTK berhalangan tetap sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengangkat 
PPTK pengganti dalam Tahun Anggaran berjalan. 

(7) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di 

lingkungan SKPD/unit SKPD. 

(8) PPTK tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai 

yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah 
dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan / 
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu / 
Bendahara Khusus dan / atau Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD. 

 
Pasal 5 

 
Kriteria Pejabat Fungsional yang dapat ditetapkan menjadi 
PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 

meliputi: 
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a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; 

b. kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dikelola 

berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi unit kerja 
dari pejabat fungsional; dan 

c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan. 

 
Pasal 6 

 
Tugas PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
meliputi: 

a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit 
SKPD; 

b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan/sub kegiatan; dan 

c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 
kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 
 

Pasal 7 
 

Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan teknis kegiatan/subkegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: 

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 

b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan; dan 

c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub 
kegiatan kepada PA/KPA 

 
Pasal 8 

 

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b, meliputi: 

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan; 

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 
perundang-undangan; dan  

c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan. 
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Pasal 9 
 

(1) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf c, dilaksanakan apabila tidak ada penetapan PPK 
pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan 

belanja APBD. 

(2) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan 
kompetensi PPK. 

(3) PPTK pada SKPD/unit SKPD bertanggungjawab kepada 

PA/KPA. 
 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 10 
 

PPTK yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan 

Bupati ini berlaku, dilakukan penyesuaian berdasarkan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung 
Raya. 

 
Ditetapkan di Puruk Cahu 

pada tanggal 22 September 2023 
 

BUPATI MURUNG RAYA, 

 
ttd 

 
PERDIE M. YOSEPH 

 

Diundangkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 22 September 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MURUNG RAYA,  

 
ttd 

 

HERMON 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 172. 


